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MASUKNYA PERATURAN DAERAH DALAM
TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANC― UNDANGAN

REPUBLIK INDONESIA

H A B Abd Rachim・

ABSTR{CT
ln legal hierarchy. Regional Regulation has take. ils position and iI is nor under Minislcrial
Iegal product any more and it excludes ftom the regulalloni and legal sequence order. and

could directly be implemented above the \'liristerial legal Frodxct. In this case. decree of
Suprenre Coun, lhe State Audit Board ard Indonesian Bank rhat ercludes fion rhe regularions

and legal sequence order shall not be co.tradicr.d $llh regulal ors or acli $hlch.\i:( Lri

sequencialorder. ln this legal s\nem. People Consuharlt. A!!emirll illPRr hai rhe auth.rll)
to review the acls, and also lhe Suprenre Coud.r\ Ihe Lrdic[] :n.IitlLli!. .o!ld ie\res lhe

regularions that is belo$ Ihe acr The inclusion ollhe Regjn.al Rci!lalL.n il11.lhe iecuenc al

order in harmonizing ihe aulhorit\ of the Cenlral and L.cal Colern:lenl i baled .. thc

Regional Autonom) Ac!.

Kata kunci: Peratulan Daerah. Tata Urutan Peraturan PerLlndanq_

undangan

I. PENDAHULUAN
Mateii Ketetapan MPRS No.

XXMPRS/ 1966 teDtang Memo-
€ndum DPR-GR mengenai
Sumber Tedb Hukum dan Tata
Urutan Peraluran Perundangan
Republik Indonesia banyak
mengandung kekurangan, teru-
tama jika ditinjau dari sudut ilmu
perundang-undangan. Hal ini
bukan tidak disada oleh MPR.
karena dalam Ketetapan MPR No.
V/MPR/I973 dan Ketetapan MPR
No. IrMPtu1978 telah ada

' StafPengajar Fakultas Hukum Universitas
l7 Agustus 1945 Samarinda

amanat unllrk menlempumakan
ketetapan MPRS No. XXTMPRS'
1966 itu (Darji Dannodi-hardjo
dan Sidarta. 1995: 203).

Seteiah memasuki era relbr-
masi atas pertimbangan lebih pada
penegakan supremasi hukum dan
melapangkan proses berdemokrasi
nenr-rju lndonesia baru ditetap-
kanlah Ketetapan \4PR-RI
Nomor: IIL/MPR/2000 tentang
Tata Urutan Peraturan Pcrundang-
unda,:rgan sebagai pengganli
Ketetapan NIPRS-RI No. XX
MPRS,/1966 tersebul.

Pasal 4 a)ar (1) Kelerapan
MPR No. III/MPR 2000 mcnr:r
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iakan aluan hukum Yang lebih

rendah tidak boleh bertentangan

dengan aturan hukum ,vang lebih

tinggi. Hal te6ebut sesuai dengan

prinsip hukum bah\a setisp

oEmturan Perundang_undangan
irarus berdasar dan bersumber

dengan tegas Pada Peraluran
nerundang-undangan rang lebih

iingpi nngkatnl a Karena iiu.

mempelaiari lato urutan peraturan

perundang'undangan RePublik

indonesia sangai urgen. aPabila

dikaitkan masuknYa Peraturan
dacrah dalam tata urutan tersebut,

\ang merupakan Lonsekuensi dari

ditelapkann) 3 KetetiPan MPR-RI

Nomor XV/MPful998 tentang

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah, Pengaturan, Pembagian

dan Pemanfaatan Sumber DaYa

Nasional yang Berkeadilan, serta

Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah dalam Kerangka Negara

Kesatuan RePublik Indonesia,
yang kemudian melahirkan
Undang-undang No-mor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah.
Masalah perbedaan tata uutan

peraturan Penrndang-undangan
sebelum dan sesudah ditetap-

kannya Keteapan MPR-RI Nomor

IIlll\4PR/2000 tersebut merupakan

salah satu yang Perlu dicermati
sebagai suctu tinjauan juridis

dalcm kcrangka sistem hukum di

Indonesia.

⑩
II. PERUNTUSAN MASALAH

Terjadin,va Perubahan susun-

an peraturan Perundang-undang-
an Republik Indonesia dari Yang

acla dalam KeletaPan MPR-RI
Nomor XX/MPRS/1966 ke Yang
ada dalam Ketetapan MPR-RI
Nomor lll/MPfu2000, terutama

munculn,va peraturan daerah telah

mengganrikan Posi:1 Per-aturan

]3ng dirumuskan sebagsi

peraturan-peratursn pelaksana

lainnla sepeni Peraturan Menterl.

Instruksi Menteri, dan lainn"ra.

yang tidak lagi dican-tumkan
dalam tata unrtan Per-aturan
penrnsan-q-unrangan terse-but-\4asalahrYa 

adalah kon-sekuensi

hukum Yang bagaimana Yang
limbul setelah masuknya

penturan daerah dalam tata

urutan Peraturan Perundang-
undangan Republik lndonesia

tersebut?

1lI KEBERADAAN
PERATURAN DAERAH

4ヽcnun,t  Undang‐ undang

Nomor 22 Tahun 1999 tclltang
Pcmcrintallan  Dacrah,  kcpala

dacrah   mcnctapkan   pcraturan

dacrah atas pCrscttlJuan dcwan
pcrwakilan rakyat dacrah(DPRD)

dalam rangka pcnyC-lCnggaraan

OtOnomi dacrふ dan pClllabaran

icbih  lallJut  dali  pcrattlran

llまま11:磁:鐸
il:l[籠

lilil

2000 yang mc‐ nCtapkan pcraturan
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daerah merupakan peraturan
rurtuk melaksanakan atuan
hukum di atasnya dan
menampung kondisi khusus dari
daerah yang bersangkutan. IPasal
3 ayat (?)]. Peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau
atuEn hukum di atasnya
dimaksudkan adalah UUD.
Ketetapan MPR. Undang-undang
(UU). Penturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang
(Perpu), Peraturan Peme-rintah.
dan Keputusan Presiden.

Keberadaan peraturan
daerah dilandasi oleh UU yang
mengatur tentang Pemerintahan
Daerah. UU tersebut telah bebe-
rapa kali mengalami pelggan-
tian, mulai dari Undang-undang
Nomor I Tahun 1945, Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1948,

Undang-undang Nomor 1 Tahun
1957, Undang-undang Nomor 18

Tahun 1965, Undang-undarg
Nomor 5 Tahun 1974, hingga
terakhir diganti dengan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan di
atas, pada awalnya, keberadaan
pemturan daemh dilandasi oleh
undang-undang, namun setelah
munculnya Ketetapan MPR-RI
No. IIIMPfu2000 yang mema-
sukan peraturan daerah ke daiam
tata urutan peraturan perun-
dangan-undangan Repubiik
Indonesia, maka landasan hukum
peraturan daerah menjadi
setingkat lebih tinggi, yakni

Kctetapan MPR. Akibatnya, per-
ubahan atau penghapusa[ stalus
hukum peraturan daerah tidak lagi
menjadi kompetensi undang-
undang, melainkan kompetensi
Ketetapan MPR.

IV. KEDUDUKAN
PERATURAN DAERAH
DALAM HIERARKI
PERATUR{N PERUNDANG.
UNDANGAN

Apabila melihat tata
urutan peraturan peruadang-
undangan Republik Indonesia
menurut Ketetapan MPRS-RI
l,Nomor XXMPRS/1966. keber-
adaan peratunn daerah sebagai
perafuran perundang-undangan
tidak tampak. Hal ini karcna
menurut Pasal l-nya bahwa yang
menjadi peratumn perurdang-
uDrangannya adalah:
L Undang-Undang Dasar 19,15

2. Ketetapan Majelis Permu-
syawaratan Rakyat

3. Undang-undang / Peraturan
Pemerintah Pengganti Un-
dang-undang

,1. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peratuan-peratunn

Pelaksanaan seperti :

- Peraturan Menteri
- lnstruksi N{enteri
- dan lain-lainnya

Hal di atas berbeda
dengan tata urutan pcraturan
perundang-ru'rdangan Reputllk
lndonesia menurut Keter:p.::
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MPR-RI Nomor III/MPR/2000,
yang menetapkan dengan jelas
keberadaan penturan daerah.
Dalam Pasal 2 Ketetapan MPR
tersebut diuraikan bahwa per-

aturan peratuGn perundang-
undangan meliputi:
1. Undang-Undang Dasar 19'15

2. Ketetapan Majelis Permu-
syawaratan Rak!at

3. Undang-Undalg
4. Pemturan Pemerintah Peng-

ganti Undang-Undang
5. Pemturan Pemerintah
6. Keputusan P.esiden
7. Peraturan Daerah.

Diiadikamya Ketetapan
MPR sebagai landasan hukum
peraturan daerah dilandasi oleh
pertimbangan bahwa penem-patan
peraturan daerah dalam tata

Lrrutan Peratuan Penmdang_

undangan Republik lndonesia
adalah dalam rangka meman-
tapkan otoflomi daerah. Hal ini
mengingat ketentuan Pasal 7

Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 )ang menegaskan adanya
perbedaan kewenangan di bidang
pemerintahan antara Pusat dan

Daerah, sehingga Pemerintah
Daemh mcmiliki kewenangan
mengatur urusan otonominya
sendiri mclalui peraturan paerah.

Munculnya perafuran

daerah merupakan awal dali
perubahan yang mendasar dalam
sistem hukum di Indonesia
memasuki Era Otonomi Daerah.

Dalam hai inj pemturan-peraluran

pelaksana (organik) seperti
Peraturan Menteri" Instruksi
Menteri, dan lain-lainrya tidak
lagi mempunyai kedudukan
hirarkhi lebih tinggi dari peratumn

daerah. Ha1 ini berarti pemturan

daerah merupakan penturan yang

melaksanakan aturan hukum dl
atasnya dan menampung kondisi
khusus dari daerah -rang
bersangkutan. Agar tidak ada

kerancuan pengeriian, bahwa
kewenangan tersebut adalah
sesuai dengan dasar kewenangan
yang dimiliki Daerah menurut
Pasal 7 dan Pasal 10 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daemh.
Sebelunr undang-undang. maka
aluran hukun )ang berada di atas

perafuran daerah adalah Peraturan
pcmerintah dan keputusan
presiden.

Selain peratumn di aus,
Ketetapan N{PR No. III/MPR/-
2000 masih mengakui adanla
peraturan lain. yakni peraturan

dan keputusan mahkamah agung
(MA), badan pemeriksa keuangan
(BPK), bank indonesia (BI),
badan, lembaga atau komisi yang

setingkat yang dibentuk oleh
pemerintah. Meskipun demikian,
peraturai-perafuran )'ang disebut
belakangan ini tidak boleh

bertentangan dengan peraturan

tersebut di atas lihat Pasal 4 ayat
(2)1, dalam hal ini temasuk pula
peraturan daerah.
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Selanjutn]-a menurut

Ketetapan MPR. Undang-rmdang
Dasar 1945 merupakan hukum
dasar tertulis Negara Republik
Indonesia, yang memuat dasaa dan
hukum dalam garis besar bagi
penyelenggaraan negara. Sesuai
dengan tata urutan ini maka setiap
atuan yang lebih rendah tidak
boleh berteniangan dengan atu.an
hukum yang lebih tinggi.

Dengan demikian dalam
Ketetapan MPR tersebut terdapat
asas penyelesaian konflik antara
dua pemturan perundang-
undangan yaitu lex superior
derogat legi inferior yaig beftiti
peiatuan perundang-rmdangan
yang lebih rendah tidak boleh
bertenta[gan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi. Apabila bertentargan,
maka peraturan yang lebih
rendahlah yang harus mengalah
(Sudikno Mertokusumo, 2003:
87).

Peraturan yang lebih
rendah tersebut batal "ab oro"
(bahasa Latin) atau sejak da
telomya, yang berarti bahwa
peraturan teNebut dianggap sejak
semula tidak pemah ada atau
"batal demi hukum" (bahasa
Belanda "varz rechtsy,ege nielig",
bahasa Inggris "null and t:oid')
(R. Subekti, dan Tiirro Soedibio,
tanpa tahun: 2). Azas tersebut
merupakan bagian dari suatu
sistem hukun yang sifatnya
konsisten. Peraturan-peraturan
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hukum dalam sistem ini tidak
boleh dalam posisi bertentangan
yang satu dengan yang lain.
Bilamana hal ini terjadi karena
berbagai kepen-tingan dalam
masyarakat maka salah satu harus
mengalah sesuai asas-asas hukum
yang berlaku. Misalnya:
a. peratuan yang tingkatannya

lebih rendah tidak holeh
befientangan dengan per-
aturan yang kedudukannya
lebih tinggi dalam mengarur
hai yang sama (ex superior
dero gat legi in:feriori).

b. peraturan yang bersifat khusus
mengenyampingkan
peragturan yang bemifat
umum, apabila peratumn
tersebut sama kedudukannya
(lex specialis derogat legi
generuli).

c. Peratwan yang berlaku
belakangan membatalkan
peraturan yang terdahulu,
sejauh pemturan itu meng-atur
hal yang sama ]ex poslerior
derogat legi priori) {H.
Riduan Syalrani, 1992: 103).

V. KEWENANGAN
PEMERINTAII PUSAT DAN
DAERAH

Pasal-pasal dalam UU No.
22 Tahun 1999 rentang
Pcmerintahan Daerah yang ber-
kaital dengan ke$enangan
pemerintah pusat dan pemerintah
daerah adalah sebagai berikut ini.
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Pasal 7
ll ) Ke\\cnangan Daerah men-

cakuP kerlenalgar dalam

seluruh bidang Pemerintahan'
kecuali kewenangan dalam

bidang Politik luar negeri'

Dcftahanan keamanan. Per-

u,lilun. rrlnn","t dan frskal'

agama sefia kewenangan

bidane Iain.
(2t Ke*enangan bidang lcin'

sehapaimana dimaksud Pcda

alat (1), meliPuti kebijakan

lentang Perencanaan naslonal

dan Pengendallan Penthang-
unan nasional secara makro'

dana oerimbangan keuangan'

sistena adminisrasi negara dan

lembaea Perekonomian
nanur"l Pembinaan dan

peirber,laYaan sumber daYa

manusia. PendaYagunaan
sumber daYa alam serta

teknologi tinggi Yang

strategis, konsenasi, dan

standardisasi nasional'

Pasal 10

( l) Daerah beruenang menge-loll

sumber dala nasional Yang

tersedia di wilayahnya dan

bedanggung jawab memeli-

hara kelestarian ling-kungan

sesuai dengan per-atwan

PenLndang-undangan
{2) Kewenangan Daerah dl

u'ilavah laut, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3'

meliputi :

a. EksPlorasi. eksploitasi'

konservasi, dan Penge-
lolaan kekaYaan laut

sebatas wilaYah laut

tersebut:

b. Pengatuan kePentingan

administratif;
c. PengatuEn tata nrang:

d. Penegakan hukum ter-

hcdaP Peraturan ) ang

dikeiuarkan oleh daerah

atau )ang dilimPahkan
keuenanPannl a oleh

pemerintah; dan

e. Bantuan Penegakan kca-

manan dan kedaulatan

negara.

lil Keqenangan Daerah Kabu-

paten dan Daerah Kota dl

wilalah laut, sebagarmana

dimaksud Pada a5at t2l'
adalah seiauh sePertiga dari

batas laut baerah ProPinsi'

(4) Pengaturan lebih laniul

me,lgenai LeIc tuan sebaga-

imana dimaksud Pada x) at (2 )

ditetapkan dengan Peratuan

Pemerintah.

Penturan daerah meru-

nakan in\tlumen \ ang amat

ienring bagi daerah olonom untul
mcncta dan men) e-lenggardkan

rumxh tangganl ir sendiri. sebagai-

mana \ang dituangkan dalam

Ilntianr,-undanE Nomor 22 Tahun

lggq tentanP, Pemerintzhan

Daerah vang merupakan Per-

"tu.- ,r"l"kiun" diti Pasal l8

I lndan[-undcnP Dasar lq45'

―
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Kewenangan untuk meng,
atur nrmah tangga sendiri sesuai
dengan prinsip-prinsip demo-
kasi, peran serta masyarakal.
pemerataan dan keadilan serta
dengan . memperhatikan potensi
dan keaneka ragaman daerah
dituangkan dengan seksama
dalam petaturan daerah.
Pengaturan tersebut wajib
memperhatikan dengan sung-guh-
sungguh ketentuan Pasal 7 UU
No. 22 Tahun 1999 yang
merupakan sumber kewenangan
daerah otonom dan Pasal l0 UU
No. 22 TAhun 1999 yang
memberikan tanggung jawab
untuk mengelola sumber daya
nasional dan memelihara keles-
tarian lingkungan hidup di daerah,
agar keserasian dan keseimbangan
dalam penyelenggaraan asas
dekonsentrasi dan asas
desentralisasi serta hubungan
yang serasi antara pusat dan
daerah serta antar daerah di
Indonesia terjamin.

Sebagaimana dikemukakan
di atas bahwa sebelum undang-
undang, maka aturan hukum yang
bemda di atas peraturan daerah
adalah peraturan pemerintah dan
keputusan presiden. Sehubungan
dengan hal ini perlu dicermati
bahwa peBturan pemerintah
dibuat oleh pemerintah untuk
melaksanakan perintah undang-
undang, sedangkan keputusan
presiden yang bersifat mengatur
dibuat oleh presiden untuk

menjalankan fungsi dan tugasnya
berupa pengaturan pelaksanaan
admi-nistrasi negara dan adminis-
trasi pemeintalan. l)engan
demikian penturan mente .

instruksi menteri dan lainnya
yang dibuat oleh mente dalam
kedudukan sebagai pembantu
presiden adalah dalam pelaksa-
naan tugas dan tanggung
jawabnya kepada presiden sesuai
dengan ke-r,renangal presiden
sebagaimana dikemukakan di atas
terutama dalam lingkup
kewenangan dekonsetrasi.

Memperhatikan dengan
cermat bunyi kedua ayat pada
Pasal 7 UU No. 22 TAhun 1999r,
maka pemerintah pusat. di
samping tetap memiliki lima
kewenangan yakni kerenangan
dalam bidang politik luar negeri,
pertahanan keamanan, peradilan,
moneter dan fiskal sefta agama.
sebagaimana tercantum pada Ayat
(1), juga mempunyai kewenangan
bidang lain yang bersifat
kebijakan peme ntah dalam
perencanaan! pengen-dalian.
sistem, pembinaan, pendayaguna-
an, dan stan-dardisasi yang
berkenaan dengan substansi
sebagaimana dicantumkan pada
Ayat (2).

Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa di samping
melaksanakan lima kewenangan
stlategis teNebut pemerimah
pusat mempunyai tanggung jau,ab
yang besaa untuk memberikan
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kebijakan sebagai arahan

(guidance) bagl daerah Yang

menurut tata unrtan Peraturan
perundang-undangan RePublik

Indonesia dikeluarkan dalcnt

benluk peraturan Pemeintah dan

keputusan Presiden. )ang
'*emudian diiabarkan oLeh dacrah

dalam bentuk Pentulan daerah

Dengan demikian raerah tidak

berjalan sendirisendiri dalam

menentukan kebijakannYa Yang
tidak mustahil dapal menim-

bulkan konflik kepentingan antara

nurat dan dacrah ctcu antardaerah

lendiri lang daPat membaha-

vakan kelestarian sumber daYa

nsional dan lingkwrgan hiduP

bahkan Persatuan dan kesatuan

bangsa.
Hal di atas Pentrng

dipahami, mengingat feraturall
daerah Yang dirctcPLan dacrah

otonom tidak Perlu memPeroleh

pengesahan terlebih dahulu'

sebagaimana Yang di\\ajibkan
oleh peratuan Perunda:rg-
undangan sebelum berlakunYa

Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999.

VI. THE SEPARATION OF
POWER

Untuk melengkaPi Perma-
haman Yang berkenaan dengan

fungsi beberapa organisasi dalam

sistem hukum lndonesia maka

menunrt ajaran "the seParalion 'tpower" trias Politika oleh

\lontesquieu, dalam sistem

peme niahan negara ada tiga

kekuasaan. walaupun batas

pcmisahan tigl kekuasaan tersebul

iidak selalu sempurna. Kadang-

kadang ketiga kekua-saan tersebut

saling memPengaruhi baik
mengenai fungsi (tugas)-nYa

maupun alat kelengkapan (organ)-

n)a. Ketiga kekuasaan tersebut

adalah r

1. Kekuasaan legislatif' Yang

dilaksanakan oleh suatu badan

per$'akilan rakYat:

2. Kekuasaan eksckutif. lang
dilaksanakan oleh Peme-
rintah (presiden atau mia

dengan bantuan menteri-

menteri atau kabinet);
3. Kekuasaan Yudikatif', Yang

dilaks.uukan oleh badan

Deradilan (nisaln-va mah-
'kamah agung dan Pengadilan
di bauahnYa) (C.S.T. Kansil.
1991:9-10).

Dalam hubungan dengan

umian di atas, maka dalam

sistem hukum Indonesia, dewan

perwakilan rak)at memegang
kekuasaan teP.islarif \ akni

memegang keiuasaan mem-

bentuk undang-undang serta

memiliki fungsi legislasi, fungsi
fungsianggaran, dan

pengaNasan (Pasal 20A UUD
I945). Mahl<amah Agung

memegang kekuasaan )udi-katif
vakni melakukan kekua-saan

iehakiman yang merdeka untuk

menyelenggarakan Peradilan
guna menegakkan hukum dan
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keadilan (Pasal 24 UUD 1945).
Dalam kaitan dengan Tap MPR
No. III/MPfu2000. mahl(amah
agung mempunyai kewe-nangan
menguji peraturan perundang-
undangan yang berada di ba\"ah
undang-undang. Pengujian oleh
mahkamah agu11g tersebul
bersifat aktif dan mengikai sena

dapat dilaksanakan tanpa
melalui proses peradilan kasasi

lPasal 5 ayat (2). (3). dan (a)1.

Pemerintah adalah presidcn
yang dibantu oleh menteri-
menteri negara. Yang me-
megang kekuasaan eksekutif
dalam menjalanlan peme-

rintahan negara (Pasal 4 dan 17

Ilt.rD 1945).
Menwut UU No. 22 Tahun

1999 dewan perwakilan rakyat
daerah yang anggotanya dipilih
melalui pemiiihan umum pada

dasamya mempunlai fungsi
legislasi, fungsi anggaran. dan
fungsi pengawasan dalam ling-
kup daerah lang bersangkutan
terutama setelah peralurafl daerah
masuk dalam hirarki peraturan
perundang-undangan Republik
Indonesia.

Separution of power yang
diiringi dengan teori checks and
balances dipandang mampu untuk
meiindungi nilai-nilai konstitusi
dengan hadimya cabang-cabang
pemerintahan yang berbeda -
namun saling menguatkan
dalam melak-sanakan fungsi
legislatil eksekutif dan yudikatif.
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Akan tetapi dokllin ierytrdtion of
pot'er darL checl.,s and balance.s

tidak secara spesifik menye-
diakan mekanjsme yang harus
dilakukan apabila cabang-cabang
pemerintahan itu melakukan suatu
tindakan yang benentangan
dengan konstitusi, sehingga

doktrin judicidl rer.,ler.r' mengisi
kekosongan tersebut (Susi Du'i
Harijanti, 2003: 251).

Dalam hubungannya dcngan
peraturan daerah, menurut
ketentuan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999, pemturan daerah
yang ditetapkan oleh daerah
otonom yang tidak mcmerlukan
pengesahan lebih dahulu oleh
pejabat yang pemerinlah pusat.

Dalam hal lni penga\\'asan

terhadap peraturan daerah lebih
ditekankan pada pcngawasan

represif untuk lebih memberikan
kebebasan kepada daerah otononl
dalam meng-ambi1 keputusan
scfta memberikan pcran kepada
DPRD dalam mewujudkan
fungsin)'a sebagai badan
pengawas terhadap pelaksanaan

otonomi daerah.
Kalaupun ada koreksi

pemerintah terhadap materi dari
suatu peraturan daerah karena
berteitangan dangan kepen-tingan
umum atau peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi maka
koreksi atau pembatalan terhadap
peraturan daerah tersebut

dilakukan melalui mekanisme
keu,enangan Mahkamah Agung
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Lrrdil.rli, scbagai lembaga

penguii (roe l,?g). Di slnilah
terlihal adanYa sel)aralion tl
Po\1:ct pacla

pcraluran daerah

penrbentukan

'Dengan demikian. yang

sesunE:guhn]_a nlcnlptlnyai kcwe-

nangan legislasi sesuai dcngan

Irrinslp-prinsip dcnlLrkrasi adalah

dcwan perwakilan rakyat (DPR)

untrlk membcntuk undang undang

lingkllp nrsional dan dewan

per\\akilan rakYat daerah (DPRD)

dalatn nembentuk Pelaturan
daerah untuk lingkuP dacrah -vang
bersangkotan. Dalalr kedudukan

ini maka DPR memPunyai hak

penga\!l1San (kontrol) tcrhadap

pemeriniah (eksckutit). Demi-

kian pula DPRD memPunYat

iungsi pengawasan ierhadap

pemerinlah daerah (badan

cksekutil clacrah).
BentLlkbentuk Peraluran

perundang undangan iainnYa di

luar tata urutall tcrsebut di atas

adulah produk hukum Yang Pada
dasarnya adalah beruifat Pc

laksanaan. Oleh karena itu

feldtur.rn atau keputusrn

nrshkanrrh rrgung. badan

pemeriksa keuangan, menteri,

bank Indoncsia, badan. lembaga

atau komisi yang setjngkat Yang

dibentuk pemerinlah (eksekuti0

tidak boleh be entangan dengan

kctentuan yang termuat dalam tata

urulrn pcfaluran perundang-

undangan lerscbut. Tata urulan

pelaturan perundangundangan

⑩
terscbut rneruPakan susunan

hirarki yang wajib dijkuti scbagai

landasan dalam Pembuatan
etLlran/hukum.

Pcraturan dan kePutLtsan

lembxga-lembiga tersebut dl alas

yang berada dl luar tata uNtan
peraluran perundangundangan
tidak ada hubungan hierarkis

dengan prodLrk hukum !ang
dlbuat oleh presiden/ pemerintah

Mcskipun dcrniklan Peraturm
atau kePutusan ltu ada daD

bcrluku karcna sifdt bebas dan

kemandiriannya dalam melaksa-

nakan fungsinYa. sebagai

diungkapkan di bawxh ini
a. Mahkamah agurg mel|t

kukan kekuasaan kchakiman

yanS merupaktln kekuasaan
yang merdeka untuk

rnenyelenggarakan Peradilan
guna mencgakkan hukum dan

keadilan (l'astl 24 UtlD
19,15 ).

b. Badan Pemeliksii keuangan

mcmeriksa Pengclolatn dall

tanggung ia$ab tentang

kerlangan negara -Yang bebas

dan mandiri (Pasal 2lE UUD
19,15).

c. Negara meniliki bank sentral

yang stlsunan. kedudukan'

kcwenangan. tanllgung lau'ab
dan inde-PendensjnYa diatur

clengan undang-undang (Pasal

23D UUD 19,15).
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VII. KESIMPULAN

Tata unitan Peraturan
perundang-undangan Republik
Indonesia yang ditetapkan dengan

Ketetapaq MPR-RI Nomor
lll/MPfu2000 tersebut adalah

uutan hirarkhi aturan hukum
secara formal mulai da tingkat
(derajat) yang paling tinggi
sampai yang paling rendah dalam

sistem hukum lndonesia, Yang

terdiri atas undang-undang dasar

1945, ketetapan majelis Permu-
syawamtan raklat. undang-

undang, Petaturan Pemerintah
pengganti undang-undang
(Perpu), peraturan Pemerintah,
keputusan presiden, dan peraturan

daerah.
Dalam tata urutan tersebut

berlaku ketentuan bahwa setiaP

atuan hukum harus berdasar dan

bersumber pada aturan hukum
yang berlaku yang lcbih tinggi
tingkatnya dan setiap aturan

hukum yang lebih rendah tidak
boleh bertentangan dengan aturan

hukum yang lebih tinggi
tingkatnya.

Peratuan atau keputusan
mahkamah agung, badan

pemeriksa keuangan, menteri.

bank Indonesia, badan, lembaga

atau komisi yang setingkat Yang
dibentuk oleh peme ntah adalah

pemtulan yarlg berada di luar tata

urutan Peraturan Perundang-
undangan. Konsekuensinya adalah

tidak boleh bertentangan dengan

ketentuan yang termuat dalam

1/4Sむメ3ヽγ
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pemturan ,vang berada Pada tata

urutan peraturan perundang_

undangan ini. temasuk di
dalamn]a adalah peratuan
daerah.

Ketentuan Ketetapan MPR-
RI Nomor IIIiMPfu2000 terse-but
menuangkan asas PenYeJesaian
konflik antar-Pemturan
perundang-undangan -vaitu /er
superiot delogat legi inferiori.
Kalau teiadi befientangan maka

aturan yang lebih rendahlah yang

harus mengalah val1 rechlsiege
,iells". Azas tersebut meru-Pakan

bagian dari sistem hukum ,vang

sifatnya konsisten.
Munculnya peraturan daerah

sebagai peraturan perundang-

undangan menulut Ketetapan

MPR-RI Nomor ill/MPtu2000
merupakan peru-bahan mendasar

dalam s,vstem hukum Indonesia.

Peraturan-Peraluran Pelaksana
(organik) ,vang pemah ada

menurut Ketelapan MPRS No.
XXMPRS i1966 yakni peraturan

menteri. instruksi menteri dan

lainJainnya tidak lagi mempunyai
kedudukan hirarkii lebih tinggi
terhadap pemtumn daerah.

Peraturan Daerah adalah aturan

hukum untuk melaksanakan

atumn hukum di atasnya Yakni
aturan sebelum undang-undang
tetapi di atas Peraturan daerah

adalah peratwan pemerintah dan

keputusan presiden.
Materi yalg diatur dalam

aturan hukum tersebut di atas
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adalah dalam lingkup ke\\'enangan
pemerintash pusat dan daerah

berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan

Pasal 10 Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemedn-
tahan Daerah.
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